GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang;:

Mengingat:

[—y

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar
unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja,
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran 2020, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Pcrencanaan  Pembangunan  Nasional (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6512);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5533) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Pewerintah Nomor 20 Tahan 2020 tentang
Pelakannnan Program Penmlihan - Ekonomi - Nastonal - Dalam
Rangka  Mendnkung  Rebjjnkan Kenangan - Negara untuk
Pennnganan Pandend “‘orona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atan Menphodapt Ancaman yang  Membahayakan
Perekonominn Naafonal dan/atan Stahilitans Sistem Keuangan
acrtin Penyelmantan Bkonomi Nasional  (Lembaran Nepara
Republik - ladonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan
Lembavan Negora Repuhlik Indonesiia Nomor 65144) sebagaimana
telahy dinhah denpan Peratnran Pemerintah Nomor 3
Tahm 2020 tentang ernbalun Atas Peraturnn. Pemerintah
Nomor 23 Tuhun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan
lKkonomi  Nasional  Dalam Rangka Mendukung  Kebijakan
Keunnmuim Nepgaran untuk Penanganan Pandemi orona Virus
Disease 2010 (Covid-19) dan/atan Menghadapt Ancaman yang
Membahayakan  Perekonomian Nasional  dan/atau - Stabilitas
Sistein Reuangan - sertac Penyelamatan Ekonomi Nasional
(Lembaran Neparn Republik Indonesin Tahun 2020 Nomor 186,
Tambahan Lembaran Neganen Republik Indonesin Nomor 6542);

Pernturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Penibentukan  Peratimn - Perumdang-undangan  (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Preaturan Presid ‘o Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Neganm Republik Indonesia
fnhun 2018 Nomor 33);

Pernturnan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolann Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah  terakhir dngan Peraturan . Menteri Dalam  Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubanhan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
P ngelolaan Keuangan Daerah (Berita Negam Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Pernturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberinn Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanjn Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesin Tanhun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah  beberapa kali, terakhir dengan Pematuran  Menteri
Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberinn Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Beritn Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

Pernturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesin Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Dacrah  (Berita Negarn Republik  Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



Menctapkan:

o)

29, Pernturan Menteri Dalam Negeri Nomar 373 Tahian 2019 tegtong
Pedoman Penyununon Anggaran Pendapotan dan Delanjn
Dacrah Tahan Angpanran 2020 (eritn Megarn Zepablid Indoneain
Touhun 2019 Nomaor 1952);

30. Peraturan  Daecrah Provinsl  Kolimantan  Helotan Meoanor 103
Tauhun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keaanggan Doerol
(Lembaran Dacrah Provinsi Kolimantan  Selatan Tahan 2007
Nomor 13);

31. Peraturan Dacrah  Provinsi Kalimantan  Seloton Momaor 103

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan doan Belanjo Daerah
Provinsi Kalimantan Sclatan Taohun Anggaran 2020 (Lembusran
Dacrah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 1103);

Dcngan Persctujuan Beraama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAL
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAIIAN  ANGOGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal |

Perubahan Anggaran Pcndapatan dan Bcelanja Dacrah Provinsi Kalimantan Sclutan
Tahun Anggaran 2020 dengan Pcndapatan berjumlah Rp6.681.176.816.834,00 dan
Belanja berjumlah Rp7.072.219.770.895,00 schinggn menjadi Deflinit  nebenar
(Rp391.042.954.061,00) dcngan rincian scbagai berikut:

1. Pendapatan:
a. Semula Rp7.230.905.164.000,00
b. Berkurang Rp 549.728.347.166,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan .68).17 834

2. Bcelanja:

a. Scmula Rp7.580.905.164.000,00

b. Berkurang Rp S508.685.393.105,00

Jumlah Bcelanja sctelah Perubahan Rp7.072,2]19,770,89

Surplus/(Decfisit) sctelah Perubahan (Rp391.042.954.061,00)
3. Pembiayaan:

a. Penerimaan
1) Semula Rp350.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 41.,042,954,061,00
Jumlah Penerimaan sctelah Perubahan Rp391.042.954.061,00



b. Pcngeluaran:
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp0,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan  Rp291.042.954.061,00)
Rp0,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Pasal 2

(1)  Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal | terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah:

1) Semula Rp 3.824.033.840.000,00

2) Berkurang Rp 708.359.736.308,00
Rp3.115.674.103.692,00

Jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan

b. Pendapatan Transfer:
1) Semula Rp 3.323.474.224.000,00

2) Bertambah Rp 143.334.285.442,00
Jumlah pendapatan transfer Rp3.466.808.509.442,00
setelah perubahan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:
1) Semula Rp 83.397.100.000,00
2) Bertambah Rp 15.297.103.700,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang Rp98.694.203.700,00

Sah setelah perubahan
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdin
dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah:

1) Semula Rp3.113.500.000.000,00

2) Berkurang Rp 588.142.800.000,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp2.525.357.200.000,00
b. Retribusi Daerah:

1) Semula Rp37.081.073.000,00

2) Berkurang Rp10.196.440.500,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp26.884.632.500,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:

1) Semula Rp51.600.000.000,00

2) Berkurang Rp15.821.315.000,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah  Rp35.778.685.000,00

yang dipisahkan setelah perubahan
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d. Lain-lain Pendapatan Asli Dacrah yang Sah:

1) Semula Rp 621.852.767.000,00
2) Berkurang Rp 94.199.180.808,00
Jumlah lain-lain pcndapatan asli daerah Rp527.653.586.192,00

yang sah setelah perubahan
Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni:

Pendapatan transfer pemerintah pusat:
1) Semula Rp3.323.474.224.000,00
2) Bertambah Rp 143.334.285.442,00
Jumlah transfer pusat setelah perubahan Rp3.466.808.509.442,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, terdiri dan jenis pendapatan:

a. Hibah:
1) Semula Rp83.397.100.000,00
2) Bertambah Rp15.297.103.700,00

Jumlah hibah setelah perubahan Rp98.694.203.700,00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung:

1) Semula Rp 3.979.214.851.298,00
2) Bertambah Rp  254.559.332.598,00
Jumlah belanja tidak langsung Rp4.233.774.183.896,00

setelah perubahan

b. Belanja Langsung:

1) Semula Rp3.601.690.312.702,00
2) Berkurang Rp 763.244.725.703,00

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp2.838.445.586.999,00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Penerimaan:

1) Semula Rp350.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 41.042.954.061,00

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp391.042.954.061,00
b. Pengeluaran:

1) Semula Rp 00,00

2) Bertambah Rp 00,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp00,00
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Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

Pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA):

1) Semula
2) Bertambah

Rp200.000.000.000,00
Rp 41.042.954.061,00

Jumlah SiLPA tahun anggaran Rp241.042.954.061,00

sebelumnya setelah perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Pcrubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini, terdin dari:

a.
b.

(1)

Lampiran |
Lampiran Il

Lampiran [l

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Pcrubahan APBD menurut Urusan
Pemcrintahan Dacrah dan Organisasi SKPD;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rckapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah
Ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran ini; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dengan pemberitahuan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan:

a. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran
melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020;

b. pergeseran

anggaran belanja antar program, antar kegiatan, dan/atau

antarjenis dalam satu SKPD dan/atau antar SKPD; dan

c. penghematan belanja daerah dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan
tetap menjaga sasaran program/kegiatan prioritas yang tetap harus

tercapai.
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(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu sebagai berikut:

a. penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi
ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pcndapatan dacrah
dan/atau meningkatnya bclanja dacrah sccara signifikan;

b. bencana alam, bcncana sosial, dan/atau yang berdampak sosial apabila
belanja yang tersedia tidak mencukupi dan/atau  belum  tersedia
anggarannya,

pcrubahan Nomecklatur pcrangkat daerah;

d. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan mcnimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pcmerintah dacrah dan masyarakat
dan/atau mcnambah pengeluaran biaya bagi pcmerintah dacrah scperti:

1) program dan kcgiatan yang mecrupakan arahan dari pusat;

2) pclayanan tamu pimpinan yang belum tcranggarkan dan atau yang
tidak mencukupi anggarannya;

3) kegiatan koordinasi yang belum dianggarkan namun bersifat strategis
dan atau mcndadak.

(3)  Pemecrintah Dacrah mcnyampaikan langkah-langkah kcbijakan scbagaimana
dimaksud pada avat (1) dalam Laporan Keuangan Pemcrintah Daerah.

Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mcngenai Pecnjabaran Pcrubahan Anggaran Pendapatan dan
Bclanja Daerah Provinsi Kalimantan Sclatan Tahun Anggaran 2020 diatur dengan
Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengctahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan Dacrah
ini dengan pcnempatannya dalam Lembaran Dacrah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditctapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Oktober 2020

Plt, GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
Ttd,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd,

ROY RIZALI ANWAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (4-141/2020)



